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Isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting masyarakat
internationd  di  forum regiond dan multilalerd sgak  tahun 1972  steah
pelaksanaan  konperens  internesona mengena “Human  Environment”  di
Stockholm, Swedia dan khususnya setelah KTT Bumi di Rio de Janero, Brazl
tahun 1992, Sdak itu, masyarskat internasond menila  bahwa perlindungan
lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan
hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosd.

Negara-negara berkembang, berhasl menuangkan ha-hd penting bagi kepentingan
mereka di ddam kesgpakatan yang tertuang di daam prindp-pringp “Deklaras
Stockholm”, “Deklaras Rio de Janeiro” dan Agenda 21. Ha-hd penting tersebut
antara lan keterkaitan erat antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan
hidup, komitmen negara mgu untuk meningkatan kerjasama internasiond medui
program  peningkatan pembangunan di negara-negara berkembang, penyauran
dana bantuan dan dih teknologi dari negara-negara maju termasuk  peningkatan
dabilitas harga komoditi, komitmen negara mgu untuk menyediakan bantuan luar
negeri sebesar 0,7% ' dari Produk Domestik Bruto. Deklaras Stockholm juga
mengakui kedaulatan sepenuhnya bagi setigp negara daam pelaksanaan eksploras
dan mengdola sumber daya dam sesua dengan kebijaksanaan lingkungan masing-
masing negara. 2

Dadam pekembangannya, sdang Mageis Umum PBB ke-27 (SMU-PBB) tahun
1972 tdah membentuk Governing Council United Nations Environment
Progranme (GC-UNEP) yang diberi mandat antara lan mendorong kerjasama
internasiond  bidang lingkungan hidup, menerbitkan lgporan mengenai  kondis
lingkungan globa termasuk mengkgi dampak penerapan kebijeksanaan daam

1 Angka ini diperoleh berdasarkan asumsi dari Sekretariat UNCED bahwa implementasi

Agenda 21 memerlukan dana sebesar US$ 625 milyar. Dari total jumlah tersebut, US$

125 milyar atau 2 kali lipat dari ratarata ODA yang telah diimplementasikan (US$ 60
milyar) perlu di transfer dari negara maju ke negara berkembang. Jumlah dana yang perlu
ditransfer berdasarkan perhitungan saat itu berkisar 0.7% dari GN negara-negara maju.
(Earth Summit 2002).

2 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm
1972 dan Agenda 21 KTT Bumi 1992.



bidang lingkungan bagi kegiaan pembangunan di negara-negara berkembang.

SMU-PBB pada tahun 1982 juga mengesahkan “World Charter for Nature’ dan
“Deklaras Narobi” yang pada intinga menekankan kembdi  keprihatinan
mesyarakat dunia terhadgp semekin meningkainya kerusakan lingkungan dan
urgensinya penanganan masaah ini medui kerjasamaglobd.

4. Telepas dai bebergpa keberhaslan ddam bidang normatif dan ingitusond,
kondis lingkungan hidup globd tidek mengdami perbakan mdah cenderung
merosot * dan kondis ekonomi dan sosad masyaakat bangsa-bangsa juga
mengdami  penurunan. Menipisnya lgpissn ozon yang sanga berbahaya bagi
kesehatan, peningkatan permukaan air laut karena akibat pemanasan bumi (globa
warming), punahnya sumber daya kdautan, penggundulan hutan dan penggurunan
sata degradas lahan, keterbatasan sumber air bersh merupakan indikes semakin
russknya kondis lingkungan hidup globd. Kemiskinan, penurunan kuditas
kesshatan umat manusa magindisss negaranegara berkembang, terjangkitnya
epidemi  seperti HIV-AIDS merupakan indikator kondis sosa  ekonomi yang
semakin merosot dan faktor-fektor ini sangat tidek kondusf daam mendukung
upaya pdedtaian lingkungan hidup yang sangat penting bagi generas kini dan
mendatang.

5. KTT Bumi 1992 tdah menghasilkan Deklaras Rio, Agenda 21, Forests Principles
dan Konvens Perubahan 1klim (Climate Change) dan Keanekaragaman Hayati
(Biodiversty). Untuk pertama kdinya peranan aktor non pemerintah yang
tergabung di ddam “mgor groups’ ° mendapa pengakuan dan sgak saat itu
peanan meeka di  ddam menjamin  keberhaslan pelaksanaan  pembangunan
berkdanjutan secara efektif tidak depat disbakan. KTT Bumi juga menghasikan
Konsep Pembangunan Berkdanjutan yang mengandung 3 pilar utama yang sding
tekat dan sding menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosd
dan pelegtarian lingkungan hidup.

6. Trandormas politik dan ekonomi yang fundamentd di Indonesa seteah
mengdami  kriss multidimensond tdah membava pduang dan tantangan
tersendiri bagi pemerintah dan sduruh lgpisan masyarakat untuk  melaksanakan
pembangunan berkelanjutan. Mdadui program reformas di segada bidang, terbuka
kesempatan yang luas bagi sduruh lapisan masyarakat untuk berperan secara aktif
d ddam mdaksanakan program pembangunan berkdanjutan. Sementara itu,
peningkatan kapasitas bak sumber daya manusa maupun ingditusond termasuk

3 United Nations General Assembly Resolution 2997.

4 Global environment outlook (UNEP) melaporkan bahwa tingkat emisi “carbon dioxide”
tahun 1990 mencapai 4 kali lipat tahun 1950 dan 65 juta hektar (dari 3500 juta hektar)
hutan punah pada periode tahun 1990 - 1995, 70 persen sumber daya ikan di samudra
‘over-fished’ akibat ‘over-capacity’ armada penangkapan ikan yang mencapai 40 persen.
IPCC memprediksi kenaikan temperatur mencapai 2,5 sampai 10,4 derajat celsius sampai
peride seratus tahun mendatang dan permukaan laut telah mengalami kenaikan mencapai
9 inches dan diprediksi naik lagi antara 3,5 sampai 34,6 inches tahun 2010.

5 Major groups yang tergabung di dalam Agenda 21 antara lain mencakup LSM,
Pemerintah Daerah, Pengusaha dan industri, Wanita, Serikat Pekerja, masyarakat madani.



upaya sosdisas yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat madani merupakan
tantangan yang harus di a@as disamping tantangan baru setelah berlakunya Undang-
Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Dagrah.

Komitmen pemerinteh Rl mdanjutkan peaksanaan pembangunan berkdanjutan
tedah digaiskan di ddam Garis Besar Haduan Negara serta program-program
pemeintah ddam peaksanaan pembangunan nasond medui pengeolaan sumber
daya dam dan pemdiharaan daya dukungnya guna membawa manfaat bagi
peningkatan kesgjahtersan rekyat dari generas ke generas.®  Peranan  aktif
Indonesa di ddam pembahasan isu pembangunan berkdanjutan dan persigpan
pelaksanaan World Summit on Sustainable Development 2002 dimaksudkan untuk
menunjukkan kepada masyarakat bangsa-bangsa mengena  komitmen Indonesa
tersebut. Kebijakan pemerintah mempertahankan pos Menteri Negara Lingkungan
Hidup di ddam kabinet gotong royong serta upaya pemerintah membentuk Dewan
Pembangunan Bekdanjutan dinila masyaraka internasond  sebaga  komitmen
kuat pemerintsh Rl medaksanakan program  pembangunan  berkeanjutan
(sustainable devel opment).

KTT DUNIA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2002

6.

Pengkgian secara menyduruh dan komprehensif 10 tahun pelaksanaan Agenda 21
" akan dilaksanakan tahun 2002 ddam bentuk Konperens Tingka Tinggi Dunia
(World Summit on Sudanable Development/WSSD) di  Johannesburg, Afrika
Sdatan pada tanggd 2 — 12 September 2002. Sesua dengan Resolus SMU-PBB
ke-55 tahun 2000, tujuan utama WSSD addah tidek hanya mengevauas
pelaksanaan Agenda 21 tetgpi juga menghidupkan kembai komitmen globd
mengena  pembangunan berkdanjutan dengan cara mengidentifikes  keberhasilan
dan hambatan serta mencari upaya untuk memfasilitas keberhaslan dan mengates
hambatan. Proses pengkgian tersebut dilakukan mulai dari tingkat lokal, nasiond,
sub regiond, regiond dan globa yang dilakukan secara komprehensf dengan tetap
menekankan pentingnya keterkaitan erat antara ketiga pilar utama pembangunan
berkelanjutan.

Proses pengkgian di tingkat nasond, sub-regiona dan regiond diharapkan dapat
disdesakan tahun 2001 dan proses pembahasan substantif secara globa akan
dimula Januari 2002 dengan mdibatkan peranan aktif semua “magor groups’ guna
megamin tercgpainya hedl-hasl  konkrit yang dapat menunjang pelaksanaan
pembangunan berkdanjutan. Daam perkembangannya sampa saat  ini, proses
persigpan telah dilaksanakan di tingkat lokal, nasiond dan sub-regiond.

6 Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 — 2004.

7 Agenda 21 mencakup isw-isu sektoral dan lintas sektoral yang tertuang di dalam 40 bab
merupakan program aksi global yang telah dijabarkan oleh masing-masing negara

menjadi Agenda 21 nasional.

8 United Nations General Assembly Resolution A/RES/55/199 dated December 20, 2000



8. Ha-hd yang menonjol dan bersfat lintas sektord yang sdtigp tahun muncul di
ddam pembahasan d CSD addah isu “means of implementation”, khususnya
berkaitan dengan financia resources and mechanisms, trander of environmentaly
sound technology, cooperation and capacity building serta pola produks dan
konsums (consumption and production pattern), perdagangan dan lingkungan
hidup, bioteknologi, kesehatan dan pembangunan berkdanjutan. Isu sektord yang
berdfat krusd dan sengtif mencakup antara lain energi, ar bersh, keautan
termasuk pencemaran pantai, over-fishing dan pencemaran limbah berbahaya dan
mengandung radio aktif serta pengelolaan hutan.

9. Bebagra isu yang menonjol di ddam prosss pembahasan KTT Dunia
Pembangunan Berkdanjutan termasuk  tertundanya penydesaian  perundingan
Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim, implementas “Bio-safety Protocol”,
implementas Konvens  Penggurunan, implementas SFM di ddam kerangka United
Nations Forum on Forests, memberlakukan “Internationa Tresty on Persgent
Organic Pollutants (POPs). Bebergpa keberhaslan telah dicgpa antara lain
mengurangi  pemakaian “ozone depleting subgtancesODS’ medui  Protokol
Montred dan semua amandemennya dinila berhasl mengurangi secara Sgnifikan
penggunaan ODS.

PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA

10. Peanan &ktif pemerinteh Rl disesuakan dengan amana yang digariskan bak
GBHN maupun program yang digariskan pemerinteh dadam katannya dengan
pelaksanaan pembangunan nasond medui pengdolaan sumber daya dam dan
pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesgahteraan
rekya dari generas ke generas.’ Pengakuan masyarakat internasiond kepada
Indonesa menjadi ketua Preparatory Committee WSSD dan menjadi tuan rumah
sdang persapan terakhir pada tingkat Menteri WSSD membuka kesempatan
sebesar-besarnya bagi  pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperoleh
manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan WSSD.

11. Indonesa merupakan saah satu negara berkembang yang mengduarkan Agenda 21
Indonesa nasond mengena draegi pembangunan berkdanjutan di tingkat loka
dan nasond pada tahun 1997 serta memiliki Agenda 21 Sektora yang dapat
dijadikan dasar di ddam meningkatkan pelaksanaan agenda pembangunan
berkdanjutan. Indonesa merdtifikes sdurun  konvens hasl UNCED 1992
(UNFCCC, UNCBD dan UNCCD) dan memiliki perangkat normatif penunjang
pelaksanaan agenda pembangunan  berkdanjutan  seperti . Undang-Undang
Lingkungan Hidup serta beberapa ketentuan ddam bentuk  Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan K eputusan Menteri.*°

9 Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 — 2004

10 YU no. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU no.23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Kebijakan pemerintah mempertahankan pos Menteri Negara Lingkungan Hidup di
ddam kabingt reformas juga dinila masyaraka internasond sebaga  komitmen
kuat pemerintah Rl mdaksanakan program  pembangunan  berkelanjutan
(sustainable development). Pencanangan program pemerintah yang dikoordinasikan
oleh kantor Menneg LH, antara lain 7 kegiatan utama yakni bumi lestari, sumber
daya dam ledtari, program kdi bergh, program langit biru, adipura, laut dan panta
letari sata mangemen lingkungan memerlukan dukungan dan pean serta
mesyarakat luas dan ingans  terkat serta masyarakat  internasional  dalam
pelaksanaannya. Ddam katannya dengan “compliance and  enforcement”,
pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Bidang Lingkungan,
1BlAPEDAL juga menunjukkan kesungguhan dan komitmen pemerintah yang kuat.

Pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan di era reformas pasca
kriss menghadapi berbaga tantangan khususnya menyangkut sumber  dana,
peningkatan kapastas bak sumber daya manusa maupun inditusond termasuk
upaya soddisad yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat madani  untuk
mendukung berbagai program yang tdah dicanangkan.'? Keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia serta kedlembagaan, dukungan luas dari berbaga ingtans
pemerintah termasuk “mgor stakeholders’ terkait dan sumber dana serta tantangan
baru dampak pemberlakuan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah memerlukan upaya pemecahan yang depat distas mddui
penggd angan kerjasama bilaterd, regiona dan globd.

Dadam seminar nasond di Jekata tgl 8 Pebruari 2001, Administrator UNDP,
Madloch Brown mengemukakan bahwa keputussn Mgdis Umum PBB memilih
Indonesa menjadi tuan rumah KTM prepcom WSSD dinila sangat tepat dan dapat
berdampak pogitif ddam pembahasan persgpan WSSD. Ha ini didasarkan dua hal
utama yakni Indonesa merupakan personifikes dai keterkaitan  antara
pembangunan dan lingkungan serta kepemimpinan Indonesa bak sebaga ketua
biro pregpcom dan tuan rumah KTM menanda pulihnya Indonesa setelah
mengdami  krigs. Ddam katan ini, sdah sau manfaat yang harus dimanfaatken
Indonesa addah pemulihan citra dan penggdangan bantuan dan kerjasama
bilaterd, regiond dan multilaerd untuk pelaksanaan program  pembangunan
berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

11 BAPEDAL saat ini telan memiliki 86 orang pejabat PPNS yang tersebar di seluruh
propinsi di Indonesia dan telah melaksanakan tugas-tugasnya melakukan penyidikan
mengenai pencemaran lingkungan.

12 seminar Nasional mengenai “Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan
Berkelanjutan Indonesia di era reformasi dalam menghadapi KTT Rio + 10.
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Negara-negara mau Senantiasa menegaskan bahwa sumber keuangan utama di
ddam peaksanaan program pembangunan berkdanjutan addah sumber dana
domestik dan berbaga  “innovatlive resources’ seperti mekanisme  “clean
development mechanism, carbon trading”, sedangkan ODA hanya merupakan
peengkap yang implementasnya dikatkan dengan kondisonditas mengena isu
“domedic enabling environment”. Di pihak lain, negara-negara berkembang
menila bahwa ODA merupakan kewgiban utama dan mekanisme inovatif lainnya
merupakan pelengkap. Dadam kaitan ini, Sdang ke-8 CSD tdah mengidentifikes 4
prioritas pembahasan balk ddam kerangka “financing for development” maupun
ddam kerangka WSSD yakni mobilisss sumber dana domestik, peningkatan
kerjasama internasond  dan mobilisss  sumber dana internasiona, memperkuat
mekanisme keuangan yang ada sata mengeksploras mekanigme inovaif serta
pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta.

SHdah sau isu yang cukup menonjol addah “globa governance on environment”
yang dikaitkan dengan upaya memperkuat UNEP sebaga mekanisme globa dan
sentrd menangani masdlah  lingkungan  hidup  termasuk  mengkoordinasikan
komplementaritas berbaga konvens lingkungan. Ddam kaitan ini, beberapa negara
berkembang menila bahwa UNEP harus diperkuat sesua dengan Resolus Madis
Umum PBB A/RES53/242. Berangkat dari resolus ini, Direktur Eksekutif UNEP
menghendaki peranan UNEP yang lebih besar kuat yang mencakup peranan
koordinas, pengembangan  mekanisme  monitoring  dan  “compliance’,
meningkatkan koherens dan sSnergi implementas  berbaga  konvens  lingkungan
termasuk koherensi isu perdagangan dan lingkungan isu yang saling mendukung. 4

Isu pengentasan kemiskinan dan masdah kesehaan dan lingkungan hidup juga
ditonjolkan oleh bebergpa negara khususnya Uni Eropa dengan asums  pemikiran
bahwa penyebab utama berlangsungnya kerusskan lingkungan hidup addah
kemiskinan yang akut di negaa-negara berkembang. Tanpa penangangan yag
komprehensf terhadap isu kemiskinan, maka upaya masyarakat internasiond
melaksanakan agenda pembangunan berkdanjutan akan sia-sa Ddam kaitan ini,
negara-negara berkembang prindpnya sepakat bahwa kemiskinan adaah sdah satu
penyebab dari berbaga penyebab penting lainnya seperti pola konsums  dan
produks yang tidek sustainable, globalisas dan sustainable development serta tidak
tersedianya sumber keuangan dan teknologi yang memadal.

Beberapa negara mengidentifikas bahwa isrisu sektora yang perlu ditonjolkan
ddam WSSD mencakup masdah ar bersh (fresh water) serta energi mengingat
sengtivitas dan kompleksvitas yang berpotens menjadi sumber  konflik. Iswrisu
lannya termasuk keanjutan perundingan Protokol Kyoto dan implementas
Konvens Perubahan 1klim, Konvens Keanekaragaman Hayati, Konvens
Pencegahan Penggurunan disamping proses pemberlakuan “internationd treaty on

13 Decision 8/5, Financial Resources, Sidang ke-8 Komisi Pembangunan Berkelanjutan

(CSD)
14 pol
2001

icy statement of the Executive Director UNEP, Global Ministerial Environment Forum,
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persstent organic pollutants’. Proses pembahasan sugtainable forest management
ddam kerangka UNFF akan memasuki tahun kedua pada saat pelaksanaan WSSD
2002 dan sesua yang dihargpkan bebergpa negara, proses pembahasan
pembentukan konvens dihargpkan dapat dimulai.

Mengingat proses pembahasan globa governance on environment sudah mula
bergulir di UNEP mddui Keputusan UNEP 21/21, maka peranan aktif Indonesa
ddam hd ini kiranya dgpat dimotori oleh Depatemen Luar Negeri dengan
menggunakan Resolus Madis Umum PBB no. A/RESS53/242 sebaga  bahan
pijakan dan landasan perundingan karena resolus ini telah memuat 3 unsur pokok
yang penting yakni globd minigerid medting, environment management  group,
gnergl berbaga konvens dan memperkuat sumber daya manusa dan sumber
keuangan UNEP.

Sebaga ketua preparatory committee, dihargpkan Indonesa sddu konsekuen
menegakkan konsensus untuk membahas ketiga pilar pembangunan berkeanjutan
secara sfimbang serta mendorong semangat kemitraan globa dan kerjasama untuk
kepentingan bersama sduruh masyarakat internasond  bak negara berkembang
maupun negara mgu.



